
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

I 42); t:.. 
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ·tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon · 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia ~ Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

a. bahwa dalam rangka pembaharuan dan perubahan mendasar 
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutarna 
menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya 
manusia aparatur dan , ketatalaksanaan . serta membangun 
aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan 
fungsi serta peranannya' 9r;!lasing-masing secara · bersih, efektif, 
dan efisien, diperlukan penetapan hasil analisis jabatan dan 
analisis beban kerja; · · 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor l Tahun 2020 .tentang Pedoman 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, menyebutkan bahwa 
hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim 
Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis . Beban Kerja pada 
instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan 
olehPejabat Pembina Kepegawaian (PPK); 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Cilacap tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 
di Lingkungan ·Pemerintah Kabupaten Cilacap; 

BUPATI CILACAP, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP 

TENT ANG 

· BUPATI CI44CAP 
PROVINS! JA WA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP 
NOMOR ;1 6 9 TAHUN 2020 

MeO:gingat 

Menimbang 



). 

. .. 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. ' 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. . j 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan .Perwaldlan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang merlJadi 
kewenangan Daerah. ; 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pagi 
Pegawai Negeri Sipil clan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian · Kerja )l'ang 
bekerja pada instansi pemerintah. 

Pasal 1 

BAB\ .. 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL 
DAN ANALISIS BEBAN KERJA 
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP. 

Menetapkan 

~ t 
ANALISIS -. ·. JABATAN 

DI LINGKUNGAN 
l 

MEMUTUSKAN: 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaraq .. Negara Republik · Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); ' 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20i6 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia:· Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun ·2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Jndonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2:017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil [Lernbaran . Negara 
Republik Indonesia 'J\2un 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian K'erja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuri 2018 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264,J; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2p16 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 
Nomor 134); : 



I ... 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman d.:dam 
fangka pembinaan dan penataan kelembagaan, sumber daya manusia aparatur 
1an ketatalaksanaan. ·.: 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang s:fa'njutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan, 

7. ~anajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk 
menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika 
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, ldan 
nepotisme. : 

8. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika 
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan 
nepotisme. · . I, 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. . . :'. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian ·~erja yang selanjutnya ·ctisingkat P~PK, 
adalah Warga Negara Indonesia yang mJmenuhi syarat tertentu, yang dian$kat 
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rarigka 
l:nelaksanakan tugas pemerintahan. sf 

11 . .!Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi. ~ 

12. llabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA, adalah sekelornpok 
<l'abatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan peiayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan. : 

13. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF, adalah sekelompok Jab~tan 
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

14 . .1abatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT, adalah sekelompok 
jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 
yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ~· 

16. {'i.nalisis Jabatan adalah proses pengurnpulan, pencatatan, pengolahan '.µan 
penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatari. . '. 

17. Analisis Beban Kerja adalah teknik •manajemen yang dilakukan seeara 
sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas .dan 
efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. 

18. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara 
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor 
jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan 
kelas jabatan. 
1. 



Hasil Analisis Jahatan dan Analisis Behan Kerja sebagaimana. dimaksud dalam 
Pas~l 4 ayat (2) dipergunakan untuk pembinaan dan penataan Perangkat Daerah 
dalam aspek sebagai berikut : . 
a. kelembagaan (organisasi); 
b. sumber daya manusia aparatur; dan 
c. ketatalaksanaan ( business process). 

(1) Hasil Analisis .Jabatan dan Analisis Behan Kerja terdiri dari sebagai berikut: 
a. Nomenklatur .Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi, dan Fungsional; 
b. Jumlah Behan Kerja; 
c. Kebutuhan Pegawai; dan 
~- Informasi Jahatan; . 

(2) Haeil Analisis Jahatan · dan Analisis Behan Kerja sebagaimana dimaksud pada 
~yat (1) tercantum dalam Lampiran I, n: Jll, N, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,':XIII, 
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXN, XXV, XXVI, .XXVII, 
xxvm, XXIX, XXX Peraturan Bupati ini. t 
t - 
; 

' ; Pasal 5 

Pasal 4 

" BAB IV 
~ H..A.SIL ANALISIS JABATAN DAN ANAL!SIS BEBA.N' KERJA 

i 
Rua;pg Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi : 
a. ~asil Analisis .Jabatan dan Analisis Behan Kerja; dan · 
b. Evaluasi .Jabatan. 

f 

Pasal 3 

BAB III 
RUANG LII\QKUP 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 
petunjuk dalam: 
a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi; 
b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit; 
c. penyempurnaan sistem dan prosedur kerja; 
d. peningkatan kinerja kelembagaan; :, 
b. penyusunan standar beban kerja jahatan/kelembagaan, penyusunan 
f daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan; . 1 
{. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan h~b.! an 

kerja organisasi; . · · r g. program mutasi pegawai; 
fl· program promosi pegawai; 
i, pernberian reward dan punishment terhadap unit atau pejabat; 
J. program pendidikan dan pelatihan; dan 
k, peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia aparatur. 
) 

; ... 



; •• 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020 NOMOR 11 6 9 

• .... 

Diundangkan di Cilacap 
pactr tanggal t1 a DEC 20W 

Ditetapkan di Cilacap · 
pada tangga] I O DEC 2020 

v {BUPA' 

. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. · 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap .. 

Pasal 7 

BAB VI 
PENUTUP 

'(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Behan Kerja sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan Evaluasi Jabatan. 

(2) Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada . ayat [I] dilakukan untuk 
menetapkan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

Pasal 6 

BABV 
EVALUASI JABATAN · 

• ... ·': 

 


